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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Dalam era digitalisasi yang telah berkembang pesat, pelayanan publik berbasis 

digital menjadi suatu keharusan untuk bisa diterapkan oleh pemerintah. Pemerintah 

berupaya untuk meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien dengan 

menerapkan pelayanan publik berbasis digital atau digitalisasi pelayanan publik. 

Digitalisasi pelayanan publik merupakan upaya dari pemerintah dalam rangka 

meningkatkan pelayanan publik melalui pengembangan sistem teknologi informasi 

sehingga masyarakat dapat mengakses informasi publik secara mudah dan terbuka 

(Prihartono & Tuti, 2023).  

Perkembangan teknologi dalam hal digitalisasi telah membawa transformasi 

yang signifikan, terutama dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam 

menyelenggarakan pelayanan publik berbasis digital diperlukan suatu landasan berupa 

sistem tata kelola pemerintahan yang baik. Sistem tata kelola pemerintahan yang baik 

atau Good governance merupakan landasan yang menggerakan kepemerintahan sesuai 

dengan bentuk dari hubungan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat 

dengan dilandaskan oleh prinsip-prinsip dasar menurut UNDP (United Nation 

Development Programme) seperti akuntabilitas, transparansi, keadilan, kepastian 

hukum, daya tanggap, partisipasi, efektivitas dan efisiensi, berorientasi consensus, 

berkeadilan, dan visi strategis (Rohman & Hanafi, 2019).  

Prinsip-prinsip dari good governance ini sejalan dalam Undang-Undang Nomor 

25 Tahun 2009 Pasal 4 mengenai penyelenggaraan pelayanan publik yang harus 
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dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, 

keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, 

 Dengan 

menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik berbasis digital, 

pemerintah dapat memastikan bahwa layanan tersebut benar-benar melayani 

kepentingan masyarakat dan berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan. 

Pelayanan publik berbasis digital menawarkan potensi untuk meningkatkan 

aksesibilitas, responsivitas, transparansi dan efisiensi dalam memberikan layanan 

kepada masyarakat. Namun, keberhasilan penerapan ini bukan hanya berpatokan 

kepada inovasi teknologi, tetapi berpatokan juga pada sejauh mana prinsip-prinsip 

good governance terintegrasi ke dalam kerangka kerja penyelenggaraan pelayanan 

publik. Adapun yang menjadi tantangan utama dalam penyelenggaran pelayanan 

publik berbasis digital yang dihadapi oleh pemerintah adalah memastikan bahwa 

penerapan teknologi digital tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga 

mencerminkan prinsip-prinsip yang ada dalam good governance.  

 Konsep Good governance atau tata kelola yang baik memiliki kaitan yang erat 

dengan pelayanan publik berbasis digital. Hampir semua prinsip-prinsip dari good 

governance saling berkaitan dalam pelayanan publik berbasis digital. Salah satunya 

adalah peningkatan transparansi melalui penerapan prinsip good governance dalam 

pelayanan publik berbasis digital, karena digitalisasi dapat memudahkan masyarakat 

dalam mengakses informasi. Contohnya seperti data pelayanan, kebijakan, dan 

anggaran dapat diakses secara online, memungkinkan masyarakat untuk memahami 

dan memantau aktivitas pemerintah dengan lebih baik. 
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 Prinsip-prinsip good governance seperti akuntabilitas, partisipasi masyarakat, 

efektifitas dan efisiensi, dan aturan hukum juga berkaitan secara langsung dengan 

pelayanan publik berbasis digital. Prinsip-prinsip good governance ini membentuk 

dasar bagi penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, adil, dan efisien. 

Terwujudnya sistem pemerintahan yang baik menjadi salah satu fokus utama 

pemerintah melalui penyelenggaraan pelayanan publik berbasis digital yang 

berkualitas. Pemerintah akan dapat memberikan layanan yang berkualitas kepada 

masyarakat apabila menjadikan prinsip-prinsip good governance sebagai suatu 

landasan dalam menyelenggarakan kepemerintahan (Rosika & Frinaldi, 2021).  

 Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan penulis mengenai penelitian 

good governance, penulis mendapati telah banyak penelitian terdahulu yang mengkaji 

dan meneliti mengenai konsep good governance. Meskipun konsep good governance 

telah hadir dalam literatur dan praktek pemerintahan untuk waktu yang cukup lama, 

namun penelitian mengenai good governance senantiasa tetap memiliki urgensi dan 

relevansi yang tinggi. Hal ini karena penelitian mengenai good governance dapat 

membantu masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk 

memahami, mengatasi, dan meningkatkan sistem tata kelola pemerintah sehingga 

tercapainya hasil yang lebih baik dalam penyediaan dan penyelenggaraan pelayanan 

publik, pembangunan, dan stabilitas sosial.  

 Penelitian terdahulu mengenai konsep good governance di era reformasi lebih 

banyak mengkaji mengenai permasalahan birokrasi dan demokrasi. Penelitian 

terdahulu mengenai good governance di era ini cenderung mengulas mengenai 

buruknya praktik good governance dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

mengenai pelayanan perijinan, kartu tanda penduduk, dan surat ijin mengemudi yang 
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didapati bahwa pungutan liar dalam pelayanan publik telah menjangkau 30 persen 

berdasarkan total biaya operasional (Mutroni Heffy, 2009).  

 Berdasarkan hasil studi literatur jurnal 10-20 tahun terdahulu, didapati bahwa 

konsep good governance dalam pelayanan publik masih terbatas oleh keterbatasan 

digitalisasi. Pada waktu itu, proses administratif dan pelayanan kepada masyarakat 

belum sepenuhnya memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Hal ini 

mengakibatkan rendahnya tingkat efisiensi dalam penanganan dokumen, kurangnya 

transparansi dalam pengambilan keputusan, dan terbatasnya partisipasi masyarakat 

dalam proses-proses pemerintahan. Teknologi informasi dan digitalisasi, yang menjadi 

pilar utama dalam transformasi ke arah pelayanan publik yang lebih baik, belum 

sepenuhnya terakomodasi dalam implementasi konsep good governance pada masa 

tersebut.  

Gambar 1. Research Mapping 

 
Sumbe: Diolah oleh penulis menggunakan aplikasi VOSviewer 

  

 Berdasarkan hasil pemetaan riset dari Vosviewer dengan menggunakan kata 

kunci penerapan good governance dalam pelayanan publik, didapatkan visualisasi 
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dengan hasil pengelolaan data yang terbagi ke dalam 2 klaster, yakni klaster 1 good 

governance dan klaster 2 public service yang ditunjukkan dengan lingkaran berwarna 

hijau. Kedua klaster ini memiliki banyak topik yang saling berkaitan satu sama 

lainnya. Dapat dilihat dari hasil pemetaan diatas, kata kunci good governance dengan 

public service terhubung melalui garis yang menandakan bahwa adanya korelasi 

diantara dua topik diatas.  

 Topik penelitian mengenai good governance, sebagian besar merujuk dan 

berfokus kepada public service atau pelayanan publik saja, dari hal ini penulis melihat 

adanya kekosongan dalam topik penelitian e-government. Masih belum banyak 

penelitian dengan topik terkait penerapan prinsip-prinsip good governance yang 

mengkaji mengenai pelayanan publik berbasis digital atau lebih dikenal dengan e-

government.  Dalam rentang waktu beberapa tahun terakhir, terjadi perubahan 

paradigmatik dalam penerapan prinsip-prinsip good governance secara signifikan, 

terutama seiring dengan munculnya inovasi teknologi dan pelayanan publik yang 

semakin terdigitalisasi. Pemahaman terhadap konsep good governance pada masa lalu 

mungkin tidak lagi sepenuhnya relevan dengan dinamika dan kompleksitas penerapan 

prinsip-prinsip tersebut dalam era digital ini. Oleh karena itu penting untuk terus 

mengkaji bagaimana integrasi konsep good governance dengan kemajuan teknologi, 

terutama digitalisasi, dapat membawa perubahan positif dalam meningkatkan kualitas 

dan efektivitas pelayanan publik. 

 Faktor-faktor seperti perkembangan teknologi informasi, perubahan kebijakan 

pemerintah, serta peningkatan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan 

publik menjadi elemen penting dalam menilai evolusi konsep good governance dalam 

pelayanan publik berbasis digital. Dengan demikian, ada kebutuhan untuk mengisi 
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kesenjangan pengetahuan dalam pemahaman bagaimana penerapan prinsip-prinsip 

good governance telah berubah dan beradaptasi dengan transformasi digital, serta 

dampaknya terhadap efektivitas dan kualitas pelayanan publik. 

 Berangkat dari hasil pemetaan riset ini, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip good governance dalam 

pelayanan publik berbasis digital. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menyelidiki 

dinamika perubahan ini, mengidentifikasi hambatan dan peluang yang muncul selama 

pergeseran ini, serta merinci bagaimana prinsip-prinsip good governance dapat 

diintegrasikan dengan optimal pada konteks pelayanan publik yang semakin 

terdigitalisasi. Oleh karena itu, research gap yang dapat dieksplorasi lebih lanjut 

adalah mengenai penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik 

di era transformasi digital. 

 Prinsip-prinsip good governance, yang mengedepankan tata kelola yang baik 

dan demokratis, menjadi landasan yang relevan untuk memastikan pelaksanaan 

pelayanan publik berbasis digital dapat memenuhi standar pelayanan operasional. 

Salah satu bentuk dari pelayanan publik berbasis digital ini sudah diterapkan di bidang 

keimigrasian dalam pembuatan dan penerbitan paspor yang dilakukan oleh kantor 

imigrasi, salah satunya adalah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang. Kantor 

imigrasi Kelas I TPI Palembang merupakan unit pelaksana teknis (UPT) instansi 

pemerintah yang berperan besar memberikan pelayanan publik dibidang keimigrasian 

dalam hal pembuatan dan penerbitan paspor.  

 Pelayanan dalam pembuatan dan penerbitan paspor yang diselenggarakan oleh 

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang ini telah menerapkan digitalisasi dalam proses 

pelayanannya. Digitalisasi pelayanan paspor ini dilakukan melalui aplikasi M-Paspor, 
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aplikasi M-Paspor ini memungkinan pemohon untuk mengajukan permohonan paspor, 

mengunggah dokumen, dan menjadwalkan kedatangan melalui perangkat ponsel. 

Digitalisasi ini berguna untuk mengefisiensikan waktu yang dibutuhkan untuk proses 

administratif dan mengurangi antrian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang. 

 Digitalisasi pelayanan dokumen perjalanan resmi melalui aplikasi M-Paspor 

ini memiliki peran yang sangat penting dalam memfasilitasi perjalanan lintas negara 

dan menjaga keamanan nasional. Melalui digitalisasi pelayanan paspor dengan 

aplikasi M-Paspor, pemerintah dapat menciptakan sistem yang lebih efisien, responsif, 

dan sesuai dengan tuntutan masyarakat di era digital. Tingginya mobilitas masyarakat 

untuk melakukan perjalanan lintas negara ini terlihat dalam jumlah pelayanan 

penerbitan paspor melalui aplikasi M-Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I TPI 

Palembang pada bulan Januari-April 2023 yang tertera pada tabel berikut: 

Tabel 1. Data Pelayanan Penerbitan Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I TPI 

Palembang dari bulan Januari hingga April 2023 

Jenis Pelayanan Januari Februari Maret April 

Penerbitan Paspor 40 

Halaman 
4.997 4.659 3.874 2.157 

Penerbitan Paspor 

Percepatan 
138 136 136 136 

Penerbitan Paspor 

Elektronik 
962 1.191 1.083 723 

Jumlah Penerbitan 

Paspor Keseluruhan 
6.097 5.986 5.093 3.016 

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang (diolah oleh penulis) 
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 Tabel 1 mengambarkan bahwa terjadi kenaikan minat masyarakat untuk 

membuat paspor melalui aplikasi M-Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang, 

hal ini terlihat pada bulan januari 2023 dimana jumlah penerbitan paspor yang 

dikeluarkan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang secara keseluruhan sebanyak 

6.097 paspor. Namun terjadi penurunan yang cukup signifikan dalam hal jumlah 

penerbitan paspor mulai dari bulan Februari sampai dengan bulan April 2023. Hal ini 

menjadikan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang untuk senantiasa berupaya 

menyelenggarakan pelayanan publik yang baik, terutama dalam proses 

penyelenggaraan pelayanan paspor berbasis digital melalui aplikasi M-Paspor.  

 Berdasarkan observasi penulis melalui sosial media dan website milik Kantor 

Imigrasi Kelas I TPI Palembang, masih ditemui banyaknya keluhan dan permasalahan 

dalam hal penyelenggaraan pelayanan paspor berbasis digital melalui aplikasi M-

Paspor ini. Permasalahan dalam digitalisasi pelayanan paspor ini banyak menimbulkan 

tanda tanya bagi masyarakat yang hendak mengajukan permohonan paspor secara 

online. Banyak masyarakat yang justru malah merasa kesulitan dengan digitalisasi 

pelayanan paspor melalui aplikasi M-Paspor. Kesulitan yang dihadapi masyarakat 

pemohon paspor ini berupa sulitnya akses untuk login dan mendapatkan jadwal 

pendaftaran paspor karena aplikasi M-Paspor ini sering kali down dan error.   

Gambar 2. Komentar Masyarakat di Akun Media Sosial Kantor Imigrasi Kelas 

I TPI Palembang 

  
 
 
 
 
 
 

Sumber: Akun instagram milik Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang  
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Gambar 3. Ulasan Masyarakat di Website Kantor Imigrasi Kelas I TPI 

Palembang 

 
 

 

 

 

 

Sumber: Website resmi milik Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang 

 Komentar dan ulasan masyarakat mengenai digitalisasi pelayanan paspor 

melalui aplikasi M-Paspor ini menjadi sebuah permasalahan dalam penyelenggaraan 

pelayanan paspor berbasis digital di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang. 

Digitalisasi pelayanan paspor melalui aplikasi M-Paspor yang dihadirkan ini 

diharapkan menjadi alat untuk mempermudah pelayanan paspor sehingga terciptanya 

pelayanan yang berkualitas, namun sebaliknya digitalisasi pelayanan paspor ini 

ternyata menimbulkan tantangan dalam praktik penyelenggaraannya. Oleh karena itu, 

perlu untuk memahami sejauh mana prinsip-prinsip good governance telah diterapkan 

dan dilaksanakan dalam pelayanan publik berbasis digital (M-Paspor) di Kantor 

Imigrasi Kelas I TPI Palembang. 

 Pentingnya penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengevaluasi sejauh 

mana pelayanan publik berbasis digital melalui aplikasi M-Paspor di Kantor Imigrasi 

Kelas I TPI Palembang telah mencerminkan prinsip-prinsip good governance. Salah 

satu urgensi dari penelitian mengenai good governance dalam pelayanan publik 

berbasis digital ini ialah dapat mendukung pembangunan berkelanjutan. good 

governance dapat membantu mengidentifikasikan strategi untuk mengintegrasikan 
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aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pengambilan keputusan pemerintah. 

Dengan memahami keterkaitan antara penerapan teknologi dengan prinsip good 

governance, maka dapat diidentifikasi potensi perbaikan atau peningkatan yang dapat 

dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.  

 Pada konteks ini, tujuan dari penelitian ini ialah untuk melihat bagimana 

penerapan M-paspor di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang telah mengadopsi 

prinsip-prinsip good governance, yang dikemukakan oleh UNDP (United Nation 

Development Programme). Menurut UNDP terdapat 9 unsur atau prinsip paling utama 

yang mencirikan good governance, diantaranya adalah partisipasi, aturan hukum, 

transparansi, daya tanggap, berorientasi konsensus, berkeadilan, efektifitas dan 

efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis (Sedarmayanti, 2003). Hasil dari penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkrit bagi pihak berwenang untuk 

meningkatkan sistem pelayanan paspor berbasis digital melalui aplikasi M-Paspor 

yang lebih responsif, efisien, dan sesuai dengan prinsip good governance. 

 Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini bukan hanya memberikan 

wawasan terkait implementasi teknologi, tetapi juga memberikan kontribusi pada 

pemahaman yang lebih mendalam tentang sejauh mana prinsip-prinsip good 

governance dapat diterapkan dan diperkuat dalam pelayanan publik berbasis digital 

melalui aplikasi M-Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang. Dengan 

demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

nerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik Berbasis 

Digital (M-Paspor) d . 
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1.2 Rumusan Masalah  

 Berdasarkan dengan latar belakang diatas, maka didapatkan perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan 

Publik Berbasis Digital (M-Paspor) di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang? 

2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam Penerapan Prinsip-Prinsip Good 

Governance dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital (M-Paspor) di Kantor 

Imigrasi Kelas I TPI Palembang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini berdasarkan dengan latar belakang dan perumusan 

masalah adalah sebagai berikut: 

2. Untuk mengetahui Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam 

Pelayan Publik Berbasis Digital (M-Paspor) di Kantor Imigrasi Kelas I TPI 

Palembang. 

3. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam Penerapan Prinsip-Prinsip Good 

Governance dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital (M-Paspor) di Kantor 

Imigrasi Kelas I TPI Palembang.  

1.4 Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam 

pengembangan teori Ilmu Administrasi Publik terutama mengenai kajian tentang 

penerapan good governance dalam pelayanan publik berbasis digital.  
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1.4.2 Manfaat Praktis  

Secara praktis, diharapkan penelitian ini memiliki manfaat untuk 

membantu para stakeholder di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang dalam 

mendapatkan metode baru untuk merencanakan, menginterpretasikan dan 

melaksanakan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik berbasis 

digital (M-Paspor) di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang menjadi lebih baik 

lagi. 
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